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Permohonan Izin Penyelenggaraan meﬁm hrum 19 Fabruari 2018 perihal

penyefenggaraan pe
nonformal dalam rangka memberikan layanan poniin
diterbitkan Surat lzin Penyelenggaraan P mm masyarakat periu

b. bahwa penerbitan Surat lzin Penyelenggara Pendidikan m point (a) telah ]
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan q
dengan Keputusan Bupati Kuningan. = I

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provins Jawa Barat: :

2. Undang-Undang Nomaor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer an
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomar 9 T
2015 tentang Pemerintanan Daerah; .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, | ity

6. Peraturan Pemerintah Nomeor 32 Tahun 2013
Pemerintah Nomor 18 Tahun Eﬂﬂﬁ-m-m

7. Peraturan Pemerintah MNomer 17 Tahun
Penyelenggaraan Pendidikan, _

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N
Satuan Pendidikan Nonformat] f

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Keb
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan F

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan ‘e
Tahun 2014 tentang Standar Nasional P
11, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Penyelenggaraan Pendidikan, _
12 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan i
dan Susunan Organisasi Perangkat M
43, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 m
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabu
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55
Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan
penanaman Modal dan Pelayanan Terpad
15. Peraturan Bupali Kuningan Nomor 17 T
Kewenangan Bidang Perizinan dan
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
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